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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kebijakan 
publik dan responsivitas aparatur terhadap kepuasan masyarakat pada 
pelayanan publik di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. 
Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei 
dan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-
PLS). Jumlah sampel sebanyak 135 responden yang ditentukan 
berdasarkan pendekatan Hair, yaitu 5–10 kali jumlah indikator. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kualitas kebijakan publik berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai 
koefisien sebesar 0,473, t-statistik 4,760, dan p-value 0,000. Responsivitas 
aparatur juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 
sebesar 0,513, t-statistik 5,114, dan p-value 0,000, serta menjadi variabel 
yang lebih dominan. Nilai R Square sebesar 0,960 menunjukkan bahwa 
96% variasi kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh kedua variabel 
tersebut. Selain itu, nilai Q² sebesar 0,653 mengindikasikan kemampuan 

prediktif model yang sangat kuat. Temuan ini menegaskan bahwa 
peningkatan kualitas kebijakan dan responsivitas aparatur secara 
simultan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara optimal. 
Kata kunci: kualitas kebijakan publik, responsivitas aparatur, 

kepuasan masyarakat, SEM-PLS, pelayanan public 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the influence of public policy quality and 
bureaucratic responsiveness on community satisfaction in public services in 
Campaka District, Cianjur Regency. The research employs a quantitative 
approach using a survey method and Structural Equation Modeling–Partial 
Least Squares (SEM-PLS) analysis. The sample consists of 135 respondents, 
determined based on Hair’s approach, which suggests 5–10 times the number of 
indicators. The results indicate that public policy quality has a positive and 
significant effect on community satisfaction, with a coefficient value of 0.473, t-
statistic of 4.760, and p-value of 0.000. Bureaucratic responsiveness also has a 
positive and significant effect, with a coefficient of 0.513, t-statistic of 5.114, and 
p-value of 0.000, and is identified as the more dominant variable. The R Square 
value of 0.960 shows that 96% of the variance in community satisfaction can be 
explained by these two variables. In addition, the Q² value of 0.653 indicates a 
very strong predictive capability of the model. These findings confirm that 
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improving public policy quality and bureaucratic responsiveness 
simultaneously can optimally enhance community satisfaction. 
Keywords: public policy quality, bureaucratic responsiveness, community 

satisfaction, SEM-PLS, public service 

 
PENDAHULUAN  

Kualitas kebijakan publik merupakan determinan penting dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam administrasi 

publik modern, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh 

kemampuan implementasinya yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat (Lukman 

& Hakim, 2024). Paradigma New Public Service menempatkan masyarakat sebagai warga negara 

yang harus dilayani secara bertanggung jawab (Young & Tanner, 2022). Oleh karena itu, kualitas 

kebijakan dan responsivitas aparatur menjadi kunci peningkatan kepuasan public (Hai et 

al.,2023). Dukungan digitalisasi dan prinsip tata kelola yang transparan memperkuat efektivitas 

serta legitimasi pelayanan public. 

Fenomena global dan nasional menunjukkan meningkatnya tuntutan masyarakat 

terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel seiring transformasi digital 

dan meningkatnya literasi masyarakat (Djatmiko et al., 2025). Namun, masih terdapat 

kesenjangan antara harapan dan realitas pelayanan akibat keterbatasan kapasitas institusional 

dan responsivitas birokrasi (Baser & Tan, 2023). Studi dari Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) menegaskan pentingnya dukungan institusi yang kuat dan 

birokrasi responsif (Boer et al., 2022). Di Indonesia, tantangan meliputi kapasitas birokrasi, 

pemanfaatan digital, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital harus 

diiringi penguatan kapasitas dan kolaborasi pemerintah - masyarakat.  

Secara lebih spesifik, pada tingkat daerah seperti Kecamatan Campaka Kabupaten 

Cianjur, permasalahan terkait kualitas kebijakan publik dan responsivitas aparatur masih 

menjadi isu yang relevan. Indikasi permasalahan dapat dilihat dari adanya keluhan masyarakat 

terkait lambatnya pelayanan, kurangnya kejelasan prosedur, serta keterbatasan respons aparatur 

dalam menangani kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan, kualitas implementasinya belum sepenuhnya 

memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain itu, adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah 

dan masyarakat juga memperkuat indikasi rendahnya responsivitas aparatur dalam memahami 

kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal. 

Secara akademik, penelitian kepuasan masyarakat umumnya berfokus pada dimensi 

kualitas pelayanan model SERVQUAL seperti tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

dan empathy (Alfatafta et al., 2025).  Namun, integrasi kualitas kebijakan publik sebagai variabel 

antecedent bersama responsivitas aparatur masih terbatas, terutama pada level kecamatan (Lim 
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& Lee, 2021;Mao et al., 2025). Sebagian besar studi menempatkan responsivitas sebagai bagian 

dari kualitas layanan tanpa mengkaji peran kebijakan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan 

adanya gap penelitian terkait hubungan struktural antarvariabel. Kajian ini penting karena 

konteks lokal memerlukan pemahaman komprehensif untuk meningkatkan kinerja pelayanan 

publik daerah. Lebih lanjut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi dua variabel 

strategis, yaitu kualitas kebijakan publik dan responsivitas aparatur, dalam satu model 

konseptual yang berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai outcome utama. Penelitian ini 

tidak hanya melihat pelayanan dari sisi operasional, tetapi juga mengaitkannya dengan kualitas 

kebijakan sebagai dasar normatif dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam 

pengembangan kajian kebijakan publik, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah daerah 

dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan. 

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh tuntutan reformasi birokrasi yang 

menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Dalam 

konteks pembangunan daerah, kepuasan masyarakat tidak hanya menjadi indikator kinerja 

pemerintah, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi 

pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kualitas kebijakan 

publik dan responsivitas aparatur mampu mempengaruhi kepuasan masyarakat, khususnya di 

Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Kualitas Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil 

pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu (Chriqui et 

al.,2023). Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan. Perspektif ini menegaskan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh 

formulasi, tetapi juga oleh implementasinya(Croci et al., 2022). Kualitas kebijakan publik dalam 

penelitian ini mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu dirumuskan secara tepat, 

implementatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara teoritis, kebijakan 

yang berkualitas harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. 

Kebijakan yang tidak adaptif terhadap dinamika sosial akan sulit mencapai tujuan yang 

diharapkan, sehingga berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat (Meier et al.,2023). 

Dalam penelitian ini  indikator kualitas kebijakan publik meliputi (Mohammed, 2025) : 

(1) ketepatan formulasi kebijakan; (2) implementabilitas kebijakan; (3) efektivitas kebijakan; 
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(4)efisiensi kebijakan; (5) keadilan dan pemerataan; (6) adaptivitas kebijakan; (7) transparansi dan 

akuntabilitas 

Responsivitas Aparatur 

Responsivitas aparatur merupakan kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan 

masyarakat, merespons aspirasi, serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan relevan 

(Zacka, 2022). Konsep ini berkaitan erat dengan teori birokrasi modern yang menekankan 

pentingnya orientasi pelayanan publik. Administrasi publik harus berorientasi pada nilai-nilai 

publik dan kepentingan masyarakat. Responsivitas juga merupakan bagian dari prinsip good 

governance yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme, di mana 

pemerintah dituntut untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (Jilani et al.,2024). Aparatur 

yang responsif tidak hanya menjalankan aturan secara prosedural, tetapi juga memiliki 

sensitivitas sosial serta kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan 

masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, responsivitas menjadi indikator penting dalam 

menilai kinerja aparatur karena berhubungan langsung dengan pengalaman masyarakat sebagai 

penerima layanan (Xu et al.,2025). 

Adapun dalam penelitian ini indikator responsivitas aparatur meliputi (Jati et al.,2024):  

(1) kecepatan respon terhadap permintaan masyarakat; (2)ketepatan dan kualitas jawaban atau 

solusi;(3) keterbukaan komunikasi; (4) konsistensi dalam pelayanan; (5) kemampuan mendengar 

dan memahami kebutuhan masyarakat; (6) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan; (7) transparansi proses dan informasi publik; (8) kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan;(9) kemampuan mengelola kritik dan masukan; (10) penggunaan teknologi untuk 

mempercepat respon. 

Kepuasan Masyarakat  

 Kepuasan masyarakat merupakan tingkat perasaan masyarakat setelah membandingkan 

antara harapan dan kinerja pelayanan yang diterima(Baser & Tan, 2023). Konsep ini banyak 

dikembangkan dalam teori pemasaran oleh Philip Kotler, yang menyatakan bahwa kepuasan 

adalah fungsi dari persepsi terhadap kinerja dan harapan. Dalam konteks sektor publik, 

kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan pelayanan publik dan kinerja 

pemerintah(Chen et al., 2022). Kepuasan masyarakat merupakan hasil sinergi antara kualitas 

pelayanan, kualitas kebijakan, dan responsivitas aparatur. Kualitas pelayanan, baik tradisional 

maupun digital, menjadi prediktor utama pengalaman pengguna (Nguyen et al., 2022). Namun, 

kebijakan inklusif dan tata kelola yang gesit (agile) berfungsi sebagai fondasi agar layanan 

berjalan efektif. Keberhasilan implementasi bergantung pada responsivitas aparatur dalam 

beradaptasi dengan kebutuhan warga dan teknologi(Rulandari et al.,2025).  
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Dalam penelitian ini indikatornya kepuasan masyarakat meliputi (Alahmari & Awad, 

2025) : (1) perbandingan antara harapan dan realita kinerja pelayanan; (2) kualitas pelayanan 

berbasis tradisional; (3) kualitas pelayanan berbasis digital; (4) tingkat pengalaman pengguna 

dalam mengakses layanan; (5) inklusivitas kebijakan public; (6) ketangkasan tata kelola (agile 

governance); (7) efektivitas landasan operasional layanan; (8) kemampuan aparatur beradaptasi 

dengan kebutuhan warga; (9) kemampuan aparatur dalam penguasaan teknologi; (10) kecepatan 

implementasi kebijakan di lapangan. 

Pengembangan Hipotesis  

 Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan mengacu 

pada kerangka Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) (Setiadi et 

al.,2025), di mana terdapat dua variabel eksogen yaitu kualitas kebijakan publik dan 

responsivitas aparatur, serta satu variabel endogen yaitu kepuasan masyarakat. Model ini 

menekankan pada hubungan kausal langsung (direct effect) antarvariabel tanpa memasukkan 

konstruk mediasi, sehingga fokus analisis berada pada kekuatan pengaruh masing-masing 

variabel eksogen terhadap variabel endogen.  

Pengaruh Kualitas Kebijakan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat 

Kualitas kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam keberhasilan pelayanan 

publik karena menentukan kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang 

dirumuskan secara tepat, transparan, dan adaptif mampu meningkatkan persepsi positif 

terhadap kinerja pemerintah (Meier et al., 2023). Dalam administrasi publik modern, kualitas 

kebijakan tidak hanya terletak pada formulasi, tetapi juga pada implementasi yang berdampak 

langsung pada pengalaman masyarakat. Kebijakan yang efektif akan meningkatkan kualitas 

layanan secara menyeluruh dan berimplikasi pada kepuasan masyarakat (Chen et al., 2022).  

Dengan demikian, semakin tinggi kualitas kebijakan publik, maka semakin tinggi pula tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

H1: Kualitas kebijakan publik berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat. 

Pengaruh Responsivitas Aparatur terhadap Kepuasan Masyarakat 

Responsivitas aparatur merupakan aspek krusial dalam pelayanan publik karena 

mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan 

masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam perspektif New Public Service, aparatur dituntut 

berorientasi pada pelayanan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. 

Responsivitas yang tinggi, ditunjukkan melalui kecepatan layanan, ketepatan solusi, dan kualitas 

interaksi, terbukti meningkatkan kepuasan masyarakat (Xu et al., 2025). Selain itu, birokrasi yang 

responsif juga memperkuat legitimasi pemerintah(Jilani et al., 2024). Dengan demikian, semakin 
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tinggi responsivitas aparatur, semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. 

H2: Responsivitas aparatur berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hubungan 
kausal antara kualitas kebijakan publik dan responsivitas aparatur terhadap kepuasan 
masyarakat. Desain penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan metode 
survei, karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengujian 
hipotesis secara empiris (Setiadi, 2026). Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner 
terstruktur dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel 
penelitian (Mafriningsianti & Setiadi, 2026). Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat 
sebagai pengguna layanan publik di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Populasi 
penelitian mencakup seluruh masyarakat yang pernah menerima pelayanan publik. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan pendekatan simple random 
sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai 
responden. 

Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus yang dikemukakan oleh Hair et al. 
dalam pendekatan SEM-PLS, yaitu minimal 5–10 kali jumlah indikator dalam model penelitian 
(Prakoso & Setiadi, 2026). Mengingat jumlah indikator dalam penelitian ini sebanyak 27 indikator 
(7 indikator kualitas kebijakan publik, 10 indikator responsivitas aparatur, dan 10 indikator 
kepuasan masyarakat), maka ukuran sampel minimum adalah: 5 × 27 = 135 responden. Data 
primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pemerintah 
dan literatur ilmiah. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS dengan bantuan software 
SmartPLS, yang meliputi evaluasi outer model (validitas dan reliabilitas konstruk) serta inner 
model (uji koefisien jalur, nilai R², dan signifikansi melalui bootstrapping). Pendekatan ini dipilih 
karena memiliki keunggulan dalam menganalisis model kompleks serta tidak menuntut asumsi 
normalitas data yang ketat (Mafriningsianti & Setiadi, 2025) . 

 

H2 

H1 
Kualitas Kebijakan 

Publik (X1) 

Responsivitas Aparatur 
(X2) 

Kepuasan Masyarakat 
(Y) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Penelitian ini menerapkan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-
PLS) karena efektif untuk menganalisis model yang kompleks dengan ukuran sampel yang relatif 
terbatas. Model yang diuji terdiri dari tiga variabel laten dan 27 indikator manifes, yang 
mencakup evaluasi model pengukuran dan model struktural. Pengujian validitas dilakukan 
melalui nilai outer loading sebesar ≥ 0,70 atau minimal 0,60 serta nilai Average Variance 
Extracted (AVE) ≥ 0,50. Selain itu, reliabilitas instrumen diukur menggunakan Composite 
Reliability dan Cronbach’s Alpha dengan batas minimal ≥ 0,70 (Maulana et al., 2025). 

 

Gambar 2. PLS Algoritma 

Berdasarkan gambar 2, hasil loading faktor menunjukkan bahwa seluruh indikator pada 
masing-masing variabel memiliki nilai di atas batas minimum yang disyaratkan, yaitu ≥ 0,70, 
sehingga dapat dinyatakan valid secara konvergen. Pada variabel kualitas kebijakan publik (X1), 
nilai loading berkisar antara 0,761 hingga 0,905, yang menunjukkan kontribusi indikator yang 
kuat dalam merepresentasikan konstruk. Variabel responsivitas aparatur (X2) memiliki loading 
antara 0,783 hingga 0,867, menandakan konsistensi indikator dalam mengukur variabel. 
Sementara itu, kepuasan masyarakat (Y) menunjukkan nilai loading antara 0,768 hingga 0,860, 
yang mengindikasikan seluruh indikator mampu menjelaskan konstruk secara baik dan reliabel. 
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Tabel 1. AVE dan CA, CR 

Variabel 
Average Variance 
Extracted (AVE) 

Cronbach's 
Alpha 

Composite 
Reliability 

Kualitas Kebijakan Publik  (X1) 0,703 0,929 0,943 

Responsivitas Aparatur (X2) 0,689 0,950 0,957 

Kepuasan Masyarakat (Y) 0,687 0,949 0,956 

 

Berdasarkan tabel 1, Nilai Average Variance Extracted (AVE) pada seluruh variabel 
berada di atas 0,50, yaitu 0,703 (X1), 0,689 (X2), dan 0,687 (Y), sehingga memenuhi kriteria 
validitas konvergen. Sementara itu, nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability masing-
masing variabel juga melebihi 0,70, yang menunjukkan tingkat reliabilitas sangat tinggi. Dengan 
demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak 
digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam model struktural SEM-PLS. 

Tabel 2. Hasil R Square 

Variabel R Square 

Kepuasan Masyarakat (Y) 0,960 

 
Berdasarkan tabel 2. Nilai R Square sebesar 0,960 pada variabel kepuasan masyarakat 

menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat. Artinya, sebesar 
96% variasi kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh kualitas kebijakan publik dan 
responsivitas aparatur, sedangkan sisanya 4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Hal 
ini mengindikasikan model memiliki daya jelaskan tinggi. 

Evaluasi model struktural dalam PLS dilakukan dengan menggunakan teknik 
bootstrapping untuk memperoleh estimasi koefisien jalur dalam menguji hubungan 
antarvariabel laten. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai arah hubungan, besarnya 
pengaruh, serta tingkat signifikansi secara sistematis dan terukur (Setiadi et al.,2025). Hasil 
analisis tersebut memberikan landasan inferensial yang kuat dalam proses pengujian hipotesis. 
Selain itu, metode ini juga mendukung validasi hubungan kausal antarvariabel secara objektif 
dan empiris, sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan 
penelitian yang telah ditetapkan.  
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Gambar 3. Bootstrapping 

Berdasarkan gambar 3. Hasil evaluasi model struktural melalui bootstrapping 
menunjukkan bahwa seluruh hubungan antarvariabel bersifat positif dan signifikan. Pengaruh 
kualitas kebijakan publik (X1) terhadap kepuasan masyarakat (Y) memiliki nilai t-statistik sebesar 
4,760 (>1,96), yang berarti berpengaruh signifikan. Demikian pula, responsivitas aparatur (X2) 
terhadap kepuasan masyarakat (Y) menunjukkan nilai t-statistik sebesar 5,114 (>1,96), yang juga 
signifikan dan lebih kuat dibandingkan X1. Pada model pengukuran, seluruh indikator memiliki 
nilai t-statistik tinggi (di atas 1,96), sehingga dinyatakan signifikan dalam merefleksikan konstruk 
laten masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan valid 
secara empiris. Secara keseluruhan, kedua hipotesis penelitian diterima, dengan responsivitas 
aparatur menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. 

Predictive Relevance 

 Dalam pendekatan PLS-SEM, nilai Q² digunakan untuk menilai kemampuan prediktif 
model terhadap data empiris. Suatu model dianggap memiliki relevansi prediktif apabila nilai 
Q² lebih besar dari 0. Nilai Q² di atas 0,25 menunjukkan tingkat prediksi yang moderat, 
sedangkan nilai di atas 0,50 mencerminkan kemampuan prediksi yang sangat kuat (Setiadi et 
al.,2025). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai Q², semakin baik kemampuan model dalam 
menjelaskan variasi pada konstruk endogen secara akurat serta menunjukkan tingkat relevansi 
prediktif yang tinggi. 
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Tabel 3. Q-square 

Variabel SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

Kepuasan Masyarakat (Y) 1350,000 468,608 0,653 

 
Berdasarkan tabel 2. Nilai Q² untuk variabel kepuasan masyarakat sebesar 0,653 

menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang sangat kuat karena berada di 
atas ambang 0,50. Hal ini berarti model mampu menjelaskan variasi konstruk kepuasan 
masyarakat secara akurat berdasarkan data empiris. Dengan nilai SSO sebesar 1350,000 dan SSE 
468,608, selisihnya mencerminkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif rendah, sehingga 
model dinyatakan memiliki relevansi prediktif yang tinggi dan layak digunakan. 

Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini memanfaatkan teknik bootstrapping pada SmartPLS untuk menguji 
hipotesis secara objektif dan empiris. Metode ini tidak mengharuskan asumsi distribusi normal 
serta tetap memberikan hasil yang stabil meskipun menggunakan ukuran sampel relatif kecil. 
Melalui analisis koefisien jalur, nilai t-statistic, dan p-value, tingkat signifikansi hubungan 
antarvariabel dapat dievaluasi secara akurat, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan 
dapat dipercaya (Maulana et al.,2025a). 

Tabel 4. Uji Signifikan Jalur (Path) 

Variabel 
Original 
Sample (O) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

Keterangan 

Kualitas Kebijakan Publik  (X1) -> 
Kepuasan Masyarakat (Y) 

0,473 4,760 0,000 Berpengaruh 

Responsivitas Aparatur (X2) -> 
Kepuasan Masyarakat (Y) 

0,513 5,114 0,000 Berpengaruh 

 
Berdasarkan tabel 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas kebijakan publik (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat (Y) dengan nilai koefisien 
sebesar 0,473, t-statistik 4,760, dan p-value 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik 
kualitas kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan, maka semakin tinggi tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, responsivitas aparatur (X2) juga 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat (Y), dengan koefisien 
sebesar 0,513, t-statistik 5,114, dan p-value 0,000. Nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan 
X1 menunjukkan bahwa responsivitas aparatur merupakan faktor yang lebih dominan dalam 
meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kedua variabel eksogen terbukti secara 
empiris berkontribusi signifikan terhadap kepuasan masyarakat, sehingga seluruh hipotesis 
penelitian dapat diterima. 

Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kebijakan publik dan 
responsivitas aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. 
Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, kualitas kebijakan publik (X1) memiliki koefisien sebesar 
0,473 dengan nilai t-statistik 4,760 dan p-value 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa 
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kebijakan yang dirumuskan secara tepat, implementatif, dan transparan mampu meningkatkan 
kepuasan masyarakat secara nyata. Hasil ini sejalan dengan penelitian Meier et al. (2023) yang 
menyatakan bahwa kebijakan yang efektif dan berkeadilan berkontribusi signifikan terhadap 
persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, Chen et al. (2022) juga 
menemukan bahwa kualitas kebijakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas 
layanan publik yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Di sisi lain, responsivitas 
aparatur (X2) menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepuasan masyarakat dengan 
nilai koefisien sebesar 0,513, t-statistik 5,114, dan p-value 0,000. Hal ini menegaskan bahwa 
kemampuan aparatur dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan 
komunikatif menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Temuan ini 
konsisten dengan penelitian Xu et al. (2025) yang menyatakan bahwa responsivitas aparatur 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat karena berkaitan langsung dengan 
pengalaman layanan. Jilani et al. (2024) juga menegaskan bahwa birokrasi yang responsif mampu 
meningkatkan legitimasi pemerintah melalui peningkatan kualitas interaksi dengan masyarakat. 
Secara simultan, kedua variabel ini menunjukkan kontribusi yang sangat kuat terhadap 
kepuasan masyarakat, yang tercermin dari nilai R Square sebesar 0,960. Artinya, 96% variasi 
kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh kualitas kebijakan publik dan responsivitas aparatur. 
Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya jelaskan yang sangat tinggi. Secara 
kritis, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat tidak cukup hanya melalui 
perbaikan kebijakan secara normatif, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas 
aparatur dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan 
yang berkualitas dan aparatur yang responsif menjadi kunci utama dalam mewujudkan 
pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada masyarakat. 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas kebijakan publik dan 
responsivitas aparatur memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan publik. Kebijakan yang dirumuskan secara tepat, jelas, dan adaptif terhadap 
kebutuhan masyarakat mampu menjadi landasan utama dalam menciptakan pelayanan yang 
efektif. Tidak hanya pada tahap perumusan, keberhasilan kebijakan juga sangat ditentukan oleh 
bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan berorientasi 
pada kepentingan publik. Di sisi lain, responsivitas aparatur menjadi faktor kunci dalam 
menentukan pengalaman masyarakat secara langsung. Aparatur yang mampu merespons 
dengan cepat, memberikan solusi yang tepat, serta menjalin komunikasi yang terbuka akan 
meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh 
perilaku dan kinerja aparatur dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menegaskan bahwa 
sinergi antara kebijakan yang berkualitas dan aparatur yang responsif menjadi elemen penting 
dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Keduanya tidak dapat 
dipisahkan, karena kebijakan yang baik memerlukan implementasi yang responsif agar dapat 
dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu 
terus meningkatkan kualitas kebijakan yang adaptif serta memperkuat kapasitas aparatur dalam 
merespons kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya 
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pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta memperkuat 
kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara berkelanjutan. 
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